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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk melihat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Padang dan mengetahui sejauhmana kinerja instansi pemerintah Kota Padang Tahun 2014. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) serta masyarakat. Sedangkan kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan uji tanda, uji wilcoxon dan uji koefisien korelasi spearman.
Hasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Padang Tahun 2014 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014. Sedangkan kinerja instansi pemerintah Kota Padang Tahun 2014 belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini terlihat masih diperolehnya nilai CC (cukup baik) untuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada pemerintah Kota Padang Tahun 2014. Jika dibandingkan dengan 460 pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan penilaian oleh Menteri pendayagunaan aparatur negara, Kota Padang sudah memperlihatkan nilai atau peringkat yang cukup bagus yang mendekati nilai B (baik). 

ABSTRACT
This study aims to look at the performance accountability of government agencies determine the extent of the city of Padang and the performance of government agencies of Padang 2014. Accountability is accountability for actions and decisions of the leaders or managers of public sector organizations to special interest groups (stakeholders) as well as the community. While the performance of government agencies is an overview of the level of achievement of the objectives or goals of government agencies as the elaboration of the vision, mission and strategy of the government agency that indicates the success and failure of implementation of activities in accordance with program and policy set. Analysis of the data in this study using the sign test, Wilcoxon test and Spearman correlation coefficient test.
The analysis showed that the performance accountability of government agencies desert town in 2014 in accordance with ministerial regulations utilization of state apparatus and bureucracy reform number 53 in 2014. While the performance of city agencies desert in 2014 has not  reached the set target, this looks still obtaining the value of CC (pretty good) to report performance accountability of government agencies in the desert city government in 2014. When compared with the 460 district / city governments conducted an assessment by the minister utilization of the state apparatus, the desert city already showed considerable value or rank great approaching the value of B (good).
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PENDAHULUAN

Meluasnya praktik-praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dalam kehidupan birokrasi publik semakin mencoreng image masyarakat terhadap birokrasi publik. Disadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini, terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang responsif dan lain-lain, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap citra pemerintah. 
Salah satu asas penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah asas akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Asas akuntanbilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dalam suatu pemerintahan yang baik, salah satu yang di syaratkan adalah terselenggaranya good governance. Untuk itu suatu instansi diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat setiap tahunnya.
Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:
1. Apakah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Padang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014?
2. Apakah kinerja instansi Pemerintah Kota Padang telah mencapai target yang telah ditetapkan?
Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk melihat akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Padang.
2. Mengetahui sejauh mana kinerja instansi Pemerintah Kota Padang.

TINJAUAN PUSTAKA

Indra Bastian (2010 : 383), berpendapat bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) serta masyarakat. Pada organisasi pemerintahan misalnya akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban atas tindakan dan keputusan pihak pelaksana (eksekutif) kepada perwakilan rakyat (legislatif) serta masyarakat secara umum.
Menurut LAN (2003 : 3) mengemukakan bahwa kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawabkan secara periodik.
Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
· Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
· Harus merupakan suatu sitem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku.
· Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
· Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
· Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan najemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.
Agar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : (LAN, 2003:5)
1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan Negara.
1. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
1. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
1. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
1. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat.
1. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Menurut Kumorotomo dalam (Dwiyanto, 2002:50) mengemukakan beberapa kriteria dalam melihat kinerja organisasi pelayanan publik antara lain : 
1. Efisiensi 
Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secara obyektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas merupakan kriteria yang sangat relevan.
1. Efektivitas 
Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut tercapai. Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi. 
1. Keadilan
Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. 
1. Daya tanggap
Berbeda dengan bisnis yang dilaksanakan oleh pihak swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintahan akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh karena itu kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini.
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Hipotesis 

Dari perumusan masalah diatas maka dapat dikemukakan hipotesa sebagai berikut :
“ Diduga bahwa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada pemerintah kota Padang tahun 2014 belum sesuai dengan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi no 53 tahun 2015 dan diduga bahwa capaian kinerja pemerintah kota Padang tahun 2014 belum mencapai target yang telah ditetapkan di awal tahun.”
 
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Padang. Metode Pengumpulan Data dilakukan  Riset Kepustakaan (library research) dan Penelitian Lapangan (field research). Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Metode analisis dalam penelitian ini adalah uji tanda, uji wilcoxon serta uji koefisien korelasi spearman. Untuk menjawab permasalahan pertama dilakukan dengan uji tanda sedangkan untuk permasalahan kedua dilakukan dengan uji wilcoxon dan uji koefisien korelasi spearman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Permasalahan Pertama (Apakah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Padang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014)
Tabel 1 Hasil Pengujian Uji Tanda
	No
	Indikator Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
	Permenpan nomor 53 Tahun 2014
	Item yang disajikan

	1.
	Gambaran umum organisasi dan aspek strategis organisasi
	+
	+

	2.
	Permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi
	+
	+

	3.
	Perjanjian Kinerja tahun 2014
	+
	+

	4.
	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2014
	+
	+

	5.
	Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun lalu.
	+
	+

	6.
	Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2014 dengan beberapa tahun terakhir.
	+
	_

	7.
	Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah
	+
	_

	8.
	Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan kinerja serta solusi yang telah dilakukan
	+
	+

	9.
	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
	+
	_

	10.
	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pernyataan kinerja
	+
	+

	11.
	Realisasi anggaran yang telah digunakan
	+
	+

	12.
	Kesimpulan atas capaian organisasi
	+
	+

	13.
	Langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi
	+
	+

	14.
	Informasi lainnya
	+
	+


Berdasarkan hasil pengamatan terlihat bahwa laporan akuntabilitas instansi pemerintah pada pemerintah kota Padang Tahun 2014 telah memenuhi kriteria sebanyak 11 indikator dan 3 indikator belum memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dimana 3 indikator tersebut meliputi perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2014 dengan beberapa tahun terakhir, perbanidngan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa h-hitung adalah 3 sedangkan h-tabel = h (5% : 14) adalah 2, dengan taraf nyata kesalahan α = 0,05. Dengan demikian terlihat bahwa nilai h-hitung = 3 > h-tabel = 2 : tolak HA dan menerima H0 yang berarti bahwa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Padang Tahun 2014 telah sesuai dengan Permenpan nomor 53 Tahun 2014.
Berdasarkan hasil survey dan penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa metode dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada pemerintah kota Padang Tahun 2014 telah sesuai dengan metode pada Permenpan nomor 53 Tahun 2014 namun masih terdapat tiga indikator yang tidak ada pada LAKIP Tahun 2014. Dari penilaian yang telah dilakukan oleh Menpan disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada pemerintah kota Padang Tahun 2014 memperoleh nilai cc (cukup baik). Hal ini juga dapat digambarkan bahwa dari 460 pemerintah kabupaten/kota yang menyerahkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2014 pada Menpan, hanya 11 kabupateen/kota yang memperoleh nilai B (baik), 170 kabupaten/kota meraih peringkat CC(cukup baik), 241 kabupaten/kota mendapat nilai C(kurang) dan 38 kabupaten / kota mendapat peringkat D (sangat kurang). Dan untuk nilai A dan AA tidak ada yang meraihnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah cukup baik dibandingkan kabupaten/kota lainnya, dan jika dibandingkan dengan Tahun 2013 mengalami peningkatan dalam skor penilaian walaupun pada tahun 2013 juga mendapat nilai CC (cukup baik).
Analisa Pembahasan Kedua
(Apakah kinerja instansi Pemerintah Kota Padang telah mencapai target yang telah ditetapkan?
Tabel 2 Anggaran dan Realisasi Per Sasaran uji Wilcoxon
	No
	Sasaran
	Anggaran (X)
	Realisasi (Y)
	Beda (Xi-Yi)
	 Rank  
(Xi-Yi)
	Tanda  Rank

	
	
	
	
	
	
	+
	-

	1
	Meningkatkan pemahaman agama, adat, budaya dan pengamalan akhlak mulia
	18.450.097.282
	17.075.905.011
	1.374.192.271
	12
	+12
	

	2
	Meningkatkan kecakapan aparatur melalui pembinaan, pendidikan, latihan
	6.778.214.816
	5.481.655.875
	1.296.558.941
	11
	+11
	

	3
	Meningkatnya Kelengkapan Kerja, Teraplikasi Teknologi Informasi Komunikasi
	3.852.575.000
	3.390.997.267
	461.577.733
	5
	+5
	

	4
	Berkembangnya Pola Pelimpahan Kewenangan, Meningkat Pelayanan Umum
	15.562.229.573
	11.986.046.252
	3.576.183.321
	14
	+14
	

	5
	Berkembangnya Etos Kerja, Kepemimpinan Amanah, Mekanisme Evaluasi Diri
	16.214.431.305
	15.249.573.086
	964.858.219
	9
	+9
	

	6
	Meningkanya tanggap-peduli terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan
	170.402.512.621
	127.577.129.057
	42.825.383.564
	16
	+16
	

	7
	Meningkatkan Ketertiban Umum dan berkembangnya Pola Ketahanan Sosial
	15.107.967.250
	13.950.127.366
	1.157.839.884
	10
	+10
	

	8
	Berkembangnya Kelompok Komunitas Peduli Bencana dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
	4.175.518.500
	3.921.719.780
	253.798.720
	3
	+3
	

	9
	Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang dan Lingkungan
	5.319.343.299
	4.706.655.265
	612.688.034
	7
	+7
	

	10
	Berkembangnya Pemukiman Skala Besar, Prasarana dan Sarana Penunjang
	1.587.500.000
	1.281.368.050
	306.131.950
	4
	+4
	

	11
	Meningkatnya Kerjasama Pembangunan antara Lembaga serta Kinerjanya
	3.877.810.200
	3.223.143.153
	654.667.047
	8
	+8
	

	12
	Berkembangnya Pusat-pusat Pertumbuhan, Dampak Terhadap Ekonomi Lokal
	146.731.766.660
	121.304.367.732
	25.427.398.928
	15
	+15
	

	13
	Meningkatnya Fungsi Pusat Pelayanan Kawasan, Dampak Sosial Ekonomi
	35.006.533.601
	31.809.393.902
	3.197.139.699
	13
	+13
	

	14
	Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Perbaikan Kinerja
	1.960.006.700
	1.718.759.405
	241.247.295
	2
	+2
	

	15
	Berkembangnya investasi, Meningkat Dampak Terhadap Perekonomian Kota
	4.880.509.550
	4.644.260.796
	236.248.754
	1
	+1
	

	16
	Meningkatnya Peluang Usaha, Kesempatan Kerja, Dampak Sosial Ekonominya
	8.245.404.000
	7.634.203.552
	611.200.448
	6
	+6
	

	
	JUMLAH
	458.152.420.357
	374.955.305.549
	
	
	136
	0


Untuk tahun 2014 anggaran APBD pemerintah kota Padang yang tersedia untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan Rp. 458.152.420.037 dengan realisasi Rp. 374.955.305.549 atau sebesar 87,18% yang terdiri dari 16 sasaran.
Dari tabel diatas terdapat 16 sasaran yang menggambarkan target dan realisasi masing-masing sasaran yang sekaligus merupakan perjanjian kinerja tahun 2014 yang terdiri dari sasaran strategis Pemko Padang pada Tahun 2014 dimana dalam pencapaian target didukung oleh seluruh SKPD dan unit kerja di Pemko Padang. Untuk tanda yang terjadi paling sedikit adalah tanda negatif j-hitung adalah 0 sedangkan j-tabel = j (5% : 16) adalah 30. Dengan demikian terlihat bahwa j-hitung = 0 ≤ j-tabel = 30 ( H0 ditolak dan HA diterima yang berarti bahwa capaian kinerja instansi pemerintah kota Padang belum mencapai target yang ditetapkan dengan taraf nyata kesalahan α = 0,05.
Beberapa indikator yang telah ditetapkan belum dapat dicapai 100%, hal ini disebabkan oleh :
1. Keterbatasan sumber daya dan prasarana yang tersedia.
1. Belum memadainya penguatan dalam hal permodalan dari dana APBN terutama untuk UMKM.
1. Masih lemahnya perencanaan.
1. Penyusunan anggaran belum sepenuhnya mengacu kepada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada perencanaan sasaran.
1. Masih kurangnya pemahaman dan dukungan dari masyarakat sehingga sulit dalam pencapaian tujuan terutama pada bidang pelayanan kesehatan.
Dalam menjawab pertanyaan kedua juga dilakukan pengujian dengan koefisien korelasi spearman. Pengujian koefisien korelasi spearman merupakan pasangan hasil pengamatan yang disusun menurut urutan besarnya dalam tiap variabel, dalam hal ini dilakukan perhitungan beda data pengamatan antara anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan dalam Tahun 2014.
Tabel 3 Anggaran dan Realisasi Per Sasaran
	No
	Sasaran 
	Anggaran (Rp)
	Realisasi (Rp)

	1
	Meningkatkan pemahaman agama, adat, budaya dan pengamalan akhlak mulia
	18.450.097.282
	17.075.905.011

	2
	Meningkatkan kecakapan aparatur melalui pembinaan, pendidikan, latihan
	6.778.214.816
	5.481.655.875

	3
	Meningkatnya Kelengkapan Kerja, Teraplikasi Teknologi Informasi Komunikasi
	3.852.575.000
	3.390.997.267

	4
	Berkembangnya Pola Pelimpahan Kewenangan, Meningkat Pelayanan Umum
	15.562.229.573
	11.986.046.252

	5
	Berkembangnya Etos Kerja, Kepemimpinan Amanah, Mekanisme Evaluasi Diri
	16.214.431.305
	15.249.573.086

	6
	Meningkanya tanggap-peduli terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan
	170.402.512.621
	127.577.129.057

	7
	Meningkatkan Ketertiban Umum dan berkembangnya Pola Ketahanan Sosial
	15.107.967.250
	13.950.127.366

	8
	Berkembangnya Kelompok Komunitas Peduli Bencana dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
	4.175.518.500
	3.921.719.780

	9
	Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang dan Lingkungan
	5.319.343.299
	4.706.655.265

	10
	Berkembangnya Pemukiman Skala Besar, Prasarana dan Sarana Penunjang
	1.587.500.000
	1.281.368.050

	11
	Meningkatnya Kerjasama Pembangunan antara Lembaga serta Kinerjanya
	3.877.810.200
	3.223.143.153

	12
	Berkembangnya Pusat-pusat Pertumbuhan, Dampak Terhadap Ekonomi Lokal
	146.731.766.660
	121.304.367.732

	13
	Meningkatnya Fungsi Pusat Pelayanan Kawasan, Dampak Sosial Ekonomi
	35.006.533.601
	31.809.393.902

	14
	Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Perbaikan Kinerja
	1.960.006.700
	1.718.759.405

	15
	Berkembangnya investasi, Meningkat Dampak Terhadap Perekonomian Kota
	4.880.509.550
	4.644.260.796

	16
	Meningkatnya Peluang Usaha, Kesempatan Kerja, Dampak Sosial Ekonominya
	8.245.404.000
	7.634.203.552

	JUMLAH
	458.152.420.357
	374.955.305.549


Sumber : LAKIP Kota Padang Tahun 2014
Dari hasil penelitian di atas maka disusun berdasarkan rank anggaran dan rank realisasi, sebagai berikut :
	No
	Sasaran 
	Rank Anggaran
	Rank Realisasi 
	Beda (bi)
	(bi)2

	1
	Meningkatkan pemahaman agama, adat, budaya dan pengamalan akhlak mulia
	4
	4
	0
	0

	2
	Meningkatkan kecakapan aparatur melalui pembinaan, pendidikan, latihan
	9
	9
	0
	0

	3
	Meningkatnya Kelengkapan Kerja, Teraplikasi Teknologi Informasi Komunikasi
	14
	12
	2
	4

	4
	Berkembangnya Pola Pelimpahan Kewenangan, Meningkat Pelayanan Umum
	6
	7
	-1
	1

	5
	Berkembangnya Etos Kerja, Kepemimpinan Amanah, Mekanisme Evaluasi Diri
	5
	5
	0
	0

	6
	Meningkanya tanggap-peduli terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan
	1
	1
	0
	0

	7
	Meningkatkan Ketertiban Umum dan berkembangnya Pola Ketahanan Sosial
	7
	6
	1
	1

	8
	Berkembangnya Kelompok Komunitas Peduli Bencana dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
	12
	12
	0
	0

	9
	Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang dan Lingkungan
	10
	10
	0
	0

	10
	Berkembangnya Pemukiman Skala Besar, Prasarana dan Sarana Penunjang
	16
	16
	0
	0

	11
	Meningkatnya Kerjasama Pembangunan antara Lembaga serta Kinerjanya
	13
	14
	-1
	1

	12
	Berkembangnya Pusat-pusat Pertumbuhan, Dampak Terhadap Ekonomi Lokal
	2
	2
	0
	0

	13
	Meningkatnya Fungsi Pusat Pelayanan Kawasan, Dampak Sosial Ekonomi
	3
	3
	0
	0

	14
	Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Perbaikan Kinerja
	15
	15
	0
	0

	15
	Berkembangnya investasi, Meningkat Dampak Terhadap Perekonomian Kota
	11
	11
	0
	0

	16
	Meningkatnya Peluang Usaha, Kesempatan Kerja, Dampak Sosial Ekonominya
	8
	8
	0
	0

	Σ
	7


Dari data di atas dimana n= 16 dengan derajat kesalahan α = 0,05 dan r’-hitung adalah 0,989 sedangkan r’-tabel (5% : 16) adalah 0,425. Dengan demikian terlihat bahwa r’-hitung = 0,989 > r’-tabel = 0,425 (H0 ditolak dan HA diterima) yang berarti bahwa capaian kinerja instansi pemerintah kota Padang belum mencapai target yang telah ditetapkan pada derajat kesalahan (α) = 5%. dimana realisasi dan anggaran disusun menurut besarnya dalam tiap variabel.

PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Padang Tahun 2014 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014.
1. Kinerja instansi Pemerintah Kota Padang Tahun 2014 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini masih terlihat diperolehnya nilai CC (cukup baik) untuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Pemerintah kota Padang Tahun 2014. Jika dibandingkan dengan 460 pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan penilaian oleh Menpan, kota Padang sudah memperlihatkan nilai atau peringkat yang cukup bagus yang mendekati nilai B (baik).

Saran
Sesuai dengan hasil analisis dan perhitungan, maka penulis dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut :
1. Pemerintah Kota Padang diharapkan sepenuhnya harus menyajikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan terutama peratura yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
1. Kinerja instasi Pemerintah Kota Padang belum mencapai target yang telah ditetapkan, oleh sebab itu perlu peningkatan kinerja tahun-tahun berikutnya yang juga akan berpengaruh pada peningkatan hasil penilaian dari Menpan RB, maka Pemerintah Kota Padang perlu  melakukan hal-hal sebagai berikut :
a. Membuat e-SAKIP sehingga perencanaan, penganggaran dan pencapaain target dapat di evaluasi dan diketahui secara berkala sehingga realisasi dan capaian kinerja dapat dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir serta juga dapat dilakukan perbandingan dengan RPJMD dalam kurun 5 tahun.
b. Mengoptimalkan peran aktif dari seluruh aparatur pemerintah kota Padang dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, baik, melayani sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah Kota Padang dan peningkatan pencapaian target yang telah ditetapkan.
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